
Disampaikan oleh: 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kementerian Dalam Negeri 

Yogyakarta, 22 JANUARI 2025 

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS  

SDM APARATUR PEMERINTAHAN DALAM 

NEGERI DALAM MENDUKUNG INDONESIA 

EMAS 2045 



ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN  

KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

KEBIJAKAN SERTIFIKASI 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

RPJPN 

DASAR HUKUM 

KOMPETENSI 

SERTIFIKASI 

PENGEMBANGAN 

OUTLINE PAPARAN 

DASAR HUKUM 



DASAR HUKUM 1 



4 

KEBIJAKAN 

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG 

PEMERINTAHAN DAERAH 

UU NO 20 TAHUN 2023 

TENTANG APARATUR SIPIL 

NEGARA 

PP 18 TAHUN 2016 TENTANG 

PERANGKAT DAERAH 

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 TENTANG 

KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

PERMENDAGRI NO. 89 TAHUN 2022 

TENTANG PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN 

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 

PERMENDAGRI NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2025 

PP 12 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KEPMENDAGRI NO. 900.1.15.5-1317 

TAHUN 2023 



Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 

 

8 Misi Asta Cita 



Fokus Pengembangan ASN Pada  
Ranwal RPJMN 2025 - 2029 

Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pengembangan ASN Direktorat ANTB, Bappenas (2024) 



ARAH DAN KEBIJAKAN BPSDM KEMENDAGRI 

Arah kebijakan strategis BPSDM Kemendagri adalah: 

1. menyelenggarakan pengembangan sumber daya  

manusia aparatur pemerintahan dalam negeri di  

kementerian dalam negeri; dan 

2. melaksanakan  pembinaan dan pengawasan  

pengembangan sumber daya  manusia aparatur 

pemerintahan dalam negeri di daerah. 

1. Penyusunan Kerangka Kerja Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (KKA-PDN); 

2. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN); 

3. Pelaksanaan sertifikasi berbasis kompetensi jabatan; 

4. Pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur Berbasis kompetensi; 

5. Pelaksanaan akreditasi kelembagaan; 

6. Pengembangan Sistem dan Data Informasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SDI-  

APDN); 

7. Pengadaan sarana dan prasarana terstandar yang mendukung pelaksanaan penge7mbangan  

kompetensi; 

Arah dan kebijakan BPSDM Kemendagri 



Kedudukan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan 

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Daerah provinsi : 

Pembinaan  dan  pengawasan  oleh  Pemerintah  Pusat  terhadap 

penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  oleh  Daerah  provinsi 

dilaksanakan   oleh   menteri/kepala   lembaga   pemerintah 

nonkementerian  secara  nasional  dikoordinasikan  oleh  Menteri 

Dalam Negeri (Psl 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014) 

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, 

dilaksanakan oleh: 

1. Menteri Dalam Negeri, untuk pembinaan umum; dan 

2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian, untuk pembinaan teknis 

(Pasal 3 ayat 1 PP 12 Tahun 2017) 

Pembinaan umum oleh Mendagri meliputi 10 aspek: pembagian urusan, 

pembangunan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik, 

kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDh dan DPRD, bentuk pembinaan 

lainnya,  (Psl 3 PP 12 Tahun 2017) 

Setiap Tahun diterbirkan Permendagri ttg 1. RKPD, 2. Pedoman Umum 

Penyusunan APBD, 3. Kebijakan Pengawasan 



PEMBINAAN UMUM PENYELENGGARAAN 
PEMDA 

Pembagian Urusan 
Pemerintahan 

Kelembagaan Daerah 

Kepegawaian Pada Perangkat 
Daerah 

Keuangan Daerah 

Pelayanan Publik di Daerah 

Kerjasama Daerah 

Kebijakan Daerah 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah 

Pembangunan Daerah Bentuk Pembinaan Lainnya 

Pengembangan Kompetensi merupakan bagian dari Pembinaan Umum 
Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah 

Pasal. 375 
(4) UU 
23/14 

 

Pasal. 3 (2) 
PP 12/17 
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Pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah, 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. 

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka 

pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan 

Daerah. Pendidikan dan pelatihan, meliputi: 

Pendidikan dan pelatihan 1-4 diselenggarakan 

oleh Kementerian (Kementerian Dalam Negeri) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Pendidikan dan pelatihan 4 & 5 diselenggarakan oleh 

kementerian/lembaga  pemerintah  nonkementerian 

sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan 

kepada Menteri. 

Pendidikan  dan  pelatihan  dapat  dilaksanakan 

melalui kerja sama antar kementerian/lembaga 

pemerintah  nonkementerian,  antar-Pemerintah 

Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta 

lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. 

a. b. 

c. 

1) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional 

substantif pemerintahan dalam negeri; 

2) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 

pemerintahan dalam negeri; 

3) pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan; 

4) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional 

substantif kementerian/ lembaga pemerintah 

nonkementerian; dan/atau 

5) pendidikan  dan  pelatihan  lain  sesuai  dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. d. 

( Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017) 
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Kerangka Pikir RPJPN 2025 - 2045 

VISI ABADI INDONESIA 

Merdeka, Bersatu, berdaulat, adil,  

dan makmur 

5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045 

8 MISI PEMBANGUNAN 

17 ARAH PEMBANGUNAN 

45 INDIKATOR UTAMA 

PEMBANGUNAN 

MAKNA: 

5 Pancasila 

100 Tahun Indonesia  

Merdeka 

17-8-2045 

Faktor Internal 
I. Modal Dasar 
• Kependudukan 

• Modal Manusia 

• Modal Sosial dan Budaya 

• Kekayaan Alam 

• Kekuatan Negara Kepulauan 

II. Capaian Pembangunan 

Faktor Eksternal 

• Megatren 2045 
• Geopolitik dan  

Geoekonomi 

Misi MISI Abadi Bernegara: 

1. Melindungi segenap bangsa  

Indonesia dan seluruh tumpah  

darah Indonesia 

2. Memajukan kesejahteraan umum, 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 

4. Ikut melaksanakan ketertiban  

dunia yang berdasarkan  

kemerdekaan, perdamaian abadi  

dan keadilan sosial 

VISI INDONESIA EMAS 2025-2045 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,  

Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” 

Sumber: UU No. 59/2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 



Arah Transformasi Tata Kelola pada RPJPN 2025-2045:  
Sasaran Transformasi Tata Kelola untuk Indonesia Emas 2045 

Indeks SPBE 

5,0 
Indeks Pelayanan Publik 

5,0 

Indeks Persepsi Korupsi 

60 
Indeks Integritas Nasional 

96,98 

❑ Regulasi yang adaptif dan tata asas difokuskan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi serta peningkatan  
kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi 

❑ Kelembagaan yang efektif difokuskan pada penataan restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antar instansi K/L/D dan BUMN  
serta penataan, penguatan dan penghormatan mekanisme check balance 

❑ Proses bisnis yang adaptif difokuskan kepada penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi 

❑ Manajemen talenta difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool di K/L/D 

❑ Meritokrasi dan integritas difokuskan pada sistem merit dalam manajemen ASN, pencegahan korupsi dan sistem pendidikan  

korupsi 

❑ Manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar 

❑ Layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibiltas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu 

❑ Pelayanan strategis yang berkualitas 

❑ Transformasi digital difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan percepatan kesiapan digital 

❑ Optimalisasi partai politik dengan penguatan integritas partai politik 

❑ Relasi pemerintah dan masyarakat sipil difokuskan kepada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna 

Indeks Materi Hukum 

0,71 

Sumber: UU No. 59/2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 

Sasaran 2045 



Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dalam 
Upaya Transformasi Tata Kelola Tahap 1 (2025-2029) 

Regulasi yang adaptif 

•Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi 

•Peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola pembentukan regulasi berbasi teknologi informasi melalui pembentukan lembaga 
tunggal pengelola regulasi 

•Penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan adan kewenangan antarinstansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN 

•Penataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme check and balances antarlembaga negara 
Kelembagaan yang 

efektif 

Proses bisnis yang 
adaptif 

•Pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas 

•Pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes 

Manajemen talenta •Penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah (K/L/D) 

Meritokrasi dan 
integritas 

•Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN 

•Penguatan upaya pencegahan korupsi 

•Penguatan sistem Pendidikan antikorupsi 

Manajemen ASN 
strategis 

•Penataan manajemen ASN sektor layanan dasar 

•Pengembahgan portal atau platform pelayanan publik nasional 

•Penyediaan kualitas pelayanan public pada pusat-pusat (hub) pelayanan publik 
Pelayanan publik yang  

berkualitas dan inklusif 

Pelayanan bidang 
strategis 

•Proses bisnis, kelembagaan, dan regulasi bidang strategis dan tidak terbatas pada perencanaan dan penganggaran, pendidikan, kesehatan, keamanan, postur 
diplomasi, hukum dan HAM, agraria, perlinsos, ekonomi, energi, lingkungan hidup, riset dan inovasi, harmonisasi hubungan pusat-daerah, manajemen risiko  
pembangunan, dan aparat pengawas internal pemerintah. 

Transformasi digital 
pemerintah 

•Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital 

•Percepatan kesiapan digital (digital readliness) 

•Penguatan integritas partai politik 

•Penerapan kode etik, internal, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,  
serta pendanaan negara yang memadai. 

Integritas partai politik 
 
Relasi pemerintah dan  

masyarakat sipil 
•Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil. 

Sumber: UU No. 59/2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 



Integrasi Awal Struktur Presiden Terpilih 

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi  

manusia (HAM); 

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan  

mendorong kemandirian bangsa melalui  swasembada pangan, 

energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan  

ekonomi biru; 

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan  

lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,  

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan  

agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif  

koperasi. 

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), 

sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, 

kesetaraan gender,  serta  penguatan  peran  perempuan, 

pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang 

disabilita
s; 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis  

sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam  

negeri; 

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan  

ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta 

memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

narkoba, judi, dan penyelundupan ; 

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan  

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi  

antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan  

makmur. 

2. Penyempurnaan system penerimaan negara; 
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi; 

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 
5. Pemberantasan kemiskinan; 
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat  

Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat 
untuk rakyat; 

8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi; 

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan 
hubungan internasional yang kondusif; 

10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan,  
anak, serta penyandang disabilitas; 

11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 
12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke  

petani; 
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau 

bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan  
rakyat yang membutuhkan; 

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui 
program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara  
(IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik- mandiri lainnya.; 

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya  
alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka  
lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan  
ekonomi; 

16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan 
beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; 

17. Pelestarian  seni  budaya,  peningkatan  ekonomi  kreatif,  dan  
peningkatan prestasi olahraga 

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan  
pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; 

2. Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus  
TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di  
Kabupaten ; 

3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian  
dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional; 

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap  
kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu  
renovasi; 

5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu 
kesejahteraan sosial serta  kartu usaha untuk menghilangkan 
kemiskinan absolut; 

6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan,  
dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 

7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan,  
Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan  
rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan,  
terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat  
berpenghasilan rendah (MBR); 

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio  
penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke  
23%. 

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT 17 PROGRAM PRIORITAS 

1.  Mencapai swasembada pangan, energi, dan air; 

8 ASTA CITA 
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Pasal 
tentang 

Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
233 Ayat (2) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah adalah : 
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12 DESEMBER 2024 



PASAL 1 

Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai ASN yang 

diperlukan untuk melaks tugas pengelolaan pemerintahan 

sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan 

Pemerintahan Daerah secara profesional. 

 
PASAL 2 

Pegawai ASN yang menduduki JPT, Jab Administrator, dan 

Jab Pengawas pd Perangkat Daerah harus memiliki 

persyaratan kompetensi : teknis, manajerial, sosio kultural 

dan kompetensi pemerintahan. 

PERMENDAGRI NO. 108 THN 2017 : 
KOMPETENSI PEMERINTAHAN 



01 

02 

Kompetensi teknis, manajerial, sosio 
kultural dan kompetensi pemerintahan 

Kompetensi teknis, diukur dari 

tingkat dan spesialisasi : 

1) pendidikan 

2) pelatihan teknis fungsional, dan 

3) pengalaman bekerja secara teknis; 

03 

Kompetensi manajerial, diukur 

dari tingkat : 

1) pendidikan 

2) pelatihan struktural atau manajemen, dan 

3) pengalaman kepemimpinan; 

Kompetensi sosial kultural, diukur dari 

pengalaman kerja berkaitan dengan 

masyarakat majemuk dalam hal : 

1) agama 

2) suku, dan 

3) budaya; 

04 

Kompetensi pemerintahan, antara lain 

mencakup pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang terkait dengan : 

1) kebijakan Desentralisasi 

2) hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah 

3) pemerintahan umum 

4) pengelolaan keuangan Daerah 

5) urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah 

6) hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan 

7) etika pemerintahan. 

(Penjelasan Pasal 233 UU 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah) 



Kompetensi pemerintahan Berbasis Urusan pemerintahan 

konkuren yang menjadi kewenangan daerah : 

1) Urusan Pemerintahan Wajib 

(berkaitan dengan Pelayanan Dasar) 

1. pendidikan; 

2. kesehatan; 

3. pekerjaan umum dan penataan 

ruang; 

4. perumahan rakyat dan 

kawasan permukiman; 

5. ketenteraman, ketertiban 

umum, dan pelindungan 

masyarakat; 

6. sosial. 

2) Urusan Pemerintahan Wajib (tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar) 

1. tenaga kerja; 

2. pemberdayaan perempuan & pelindungan anak 

3. pangan; 

4. pertanahan; 

5. lingkungan hidup; 

6. administrasi kependudukan & pencatatan sipil 

7. pemberdayaan masyarakat dan Desa 

8. pengendalian penduduk & keluarga berencana 

9. perhubungan; 

10.komunikasi dan informatika; 

11.koperasi, usaha kecil, dan menengah; 

12.penanaman modal; 

13.kepemudaan dan olah raga; 

14.statistik; 

15.persandian; 

16.kebudayaan; 

17.perpustakaan; dan 

18.kearsipan. 

3) Urusan Pemerintahan Pilihan, 

1. kelautan dan perikanan; 

2. pariwisata; 

3. pertanian; 

4. kehutanan; 

5. energi dan sumber daya 

mineral; 

6. perdagangan; 

7. perindustrian; dan 

8. transmigrasi. 

(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) 



STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 

JPT MADYA (11) 

 

JPT PRATAMA (17) 

 

ADMINISTRATOR (17) 
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KOMPETENSI 

PEMERINTAHAN 

Sebagai Pedoman bagi Daerah untuk 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan ke Daerah 

Sebagai Pedoman bagi Kementerian/LNPK untuk 

melakukan Pembinaan dan Pengawasan 

Untuk menjamin sinergitas penyelenggaraan 

Pemda berjalan sesuai dengan kebijakan 

Nasional 

Untuk membangun Sistem Pengembangan 

Kompetensi yang terstandar 

 

Untuk Membangun Birokrasi karir yang kuat 
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DASAR HUKUM SERTIFIKASI 

2 

1 UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri 

UU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 

3 PP NO. 72 THN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 18 THN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH 

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber daya 

manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

5 PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN 

http://www.kemendagri.go.id/


Ayat (8) : 
Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh 
Menteri Dalam Negeri 
Ayat (9) : 
Kompetensi pemerintahan dibuktikan dg 
sertifikasi 
Ayat (10) : 
Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu lembaga 
sertifikasi yg berwenang menyelenggarakan 
sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam 
negeri sesuai dg pe-uu-an 

PP NO. 18 THN 2016 - PASAL 98 



Komite  Sertifikasi 

(Es.1 & Rek IPDN) 

LSP PDNProvinsi 

Manejer Administrasi 

STRUKTUR LSP-PDN 

Pembina LSP PDN 

(Menteri) 

Pengarah LSP PDN 

(Ka. BPSDM) 

Penanggungjawab                 

LSP PDN (Kapus) 

Kepala LSP-PDN 

Wakil Kepala LSP PDN 

Tim Asesor 

Manejer Sertifikasi Manejer Mutu 

Permendagri 11 Tahun 2018 
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Meningkatkan 

Kemampuan Kinerja 

Individual 

Rotasi dan  Suksesi 

Recognition of Prior 
Learning / Current 

Competence 
(RPL/RCC 

Menetapkan 

kebutuhan Training 

Efisiensi dan 

Efektivitass Biaya ASN 

Akuntabilitas Publik 

TUJUAN & MANFAAT SERTIFIKASI 

Meningkatkan integritas ASN 

dan Percaya Diri sebagai 

Pemegang Sertifikat 

Memberikan Pengakuan Formal dari 

Pemerintah atas Kompetensi ASN 

yang bersangkutan 

Merefleksikan pengalaman 

mejadi kemampuan 

berkelanjutan 

Memberikan Pelayanan 

Terbaik kepada 

Masyarakat  

30 



UJI  

KOMPETENSI 

• Dapat dilaksanakan secara klasikal mapun individual;  
• Dapat dimodifikasi untuk memenuhi peserta dengan kebutuhan khusus;  
• Asesi diperbolehkan bertanya terkait kejelasan pertanyaan dalam soal;  
• Hasil tes tertulis dinyatakan dalam bentuk angka berdasarkan jumlah yang dijawab benar;  
• Keputusan hasil tes tertulis merujuk pada proporsi capaian hasil pengujian;  
• Asesi dinyatakan lulus uji tulis dengan minimal benar 36 soal dengan nilai 60;  
• Kesempatan untuk melakukan uji ulang diberikan 1 kali, dengan nilai maksimal adalah 60.  

UJI TULIS 

• Uji Kasus merupakan uji analis yang dilakukan terhadap saol kasus yang diberikan; 
• Peserta diminta untuk memberikan tanggapan dan analisis serta mengembangkan jawaban 

berdasarkan kasus yang diberikan dalam bentuk tertulis (maks: 2 hal) dan atau PowerPoint (maks: 
5 slide);  

• Ruang lingkup penilaian uji mencakup hasil analisis termasuk dasar hukum pelaksanaannya, 
pengembangan masalah dan tanggapan, serta rekomendasi dalam penerapan kasus yang diujikan;  

• Waktu mengerjakan uji kasus adalah 60 menit 

UJI KASUS 

• Pertanyaan diajukan mengacu kepada pedoman penilaian wawancara;  
• Asesor dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan karakteristik asesi serta dapat 

menggali agar diperoleh informasi yang komprehensif sepanjang sesuai dengan unit 
kompetensi yang diujikan;  

• Asesor dapat meminta asesi memperagakan keterampilan dan sikap tertentu untuk menambah 
informasi guna keputusan kompeten yang lebih valid;  

• Hasil wawancara dalam bentuk angka berdasarkan jumlah pertanyaan yang dijawab benar; 
• Keputusan hasil wawancara merujuk pada proporsi capaian hasil pengujian;  
• Pelaksanaan wawancara 25 - 45 menit per asesi dan atau per kelompok; 

 

UJI WAWANCARA 

METODE UJI KOMPETENSI 

31 
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Amanat UU 1/2022 HKPD Pasal 151 

(1) Aparatur pengelola Keuangan Daerah harus 

mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh Lembaga 

yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk 

menyelenggarakan pengembangan kapasitas 

aparatur pengelola Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 150. 

(2) Pelaksanaan kewajiban sertifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa 

transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

tanggal Undang-Undang ini diundangkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

pengembangan aparatur sertifikasi pengelola 

Keuangan Daerah  dan standardisasinya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Perlu ada PP Turunan 

Akan diintegrasikan dalam muatan revisi PP 

Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Penyiapan Kebijakan Sertifikasi Aparatur PKD 

Tantangan 

Banyaknya Jumlah 

Pegawai yang 

perlu disertifikasi 

Kebutuhan 

Pendanaan yang 

Besar 

Waktu Pelaksanaan 
(jangka waktu peralihan 3 

tahun setelah UU HKPD) 

Langkah Tindak Lanjut 

Sinergi 

Institusi yang terkait 

sertifikasi aparatur 

Keuangan Daerah 
Pendanaan 

Standardisasi 

Kelembagaan Pengajar 

Kurikulum Kelulusan 

Teknis Pelaksanaan 

Piloting Time schedule 
Teknis 

Pelaksanaan 

SERTIFIKASI APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (APKD)  
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Khusus  
(Konsolidasi JF Bidang 

Keuangan Negara) 

Pejabat Pengelola 
Belanja Daerah 

Pejabat 
Perbendaharaan 

Aparatur Pengelola 
Keuangan Daerah 

JF Pengawas    
Keuangan Negara 

JF Penilai 

Pejabat Pengelola 
Pendapatan daerah 

• PA 
• KPA 
• PPTK 
• PPK 

• Bendahara penerimaan 
• Bendahara pengeluaran 

• Penilai PBB P2 
• Pemeriksa Pajak Daerah 
• Penagih Pajak Daerah 

(juru sita) 

• Bidang Pajak 
(pemeriksaan dan 
penagihan pajak) 

• Bidang Perbendaharaan 

• Penilai Properti 
• Penilai Pajak (pajak 

pusat dan pajak daerah) 

Umum  
(Struktural) 

Berdasarkan data SIKD dari total 546 pemda, terdapat 24.773 SKPD.  

Target 8 pengelola keuangan dari setiap SKPD, diperkirakan terdapat 

198.184 pegawai yang perlu disertifikasi. 

Transformasi jabatan 

aparatur pengelola 

keuangan daerah 

menjadi JF berdasarkan 

PMK 132/2023 tentang 

Juklak & Juknis JF di 

Bidang Keuangan 

Negara  

JF Analis Keuangan 
Negara 

• AKPD yang tersertifikasi 

Pejabat pengelola Aset 
• Pengelola BMD 
• Pengelola BLUD 

RUANG LINGKUP SERTIFIKASI APKD 



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 5 



Dukungan Pengembangan Kompetensi ASN dalam  
Ranwal RPJMN 2025 - 2029 

1)  Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan  

kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus  
agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi (Pasal 49  

ayat 1) 

2)  Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi  
(Pasal 49 ayat 2) 

3)  Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan  
pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN:  
(Pasal 49 ayat 3) 

a) Terintegrasi dengan pekerjaan; 
b) Sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan 
c) Terhubung dengan pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak  

terkait. 

Kompetensi Sosial  
Kultural 

Kamus Kompetensi Sosial Kultural  
disusun dan ditetapkan oleh Menteri  
PANRB 

❑ Perekat Bangsa 

Kompetensi Teknis 

✔ Kamus Kompetensi Teknis disusun/ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan  
pemerintah yang relevan. 

✔ Apabila belum ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah tertentu, 
maka instansi dapat menyusun kompetensi teknis sendiri. 

Kompetensi Manajerial 

❑ Integritas 
❑ Kerjasama 
❑ Komunikasi 
❑ Orientasi pada Hasil 

Kamus Kompetensi Manajerial disusun  
dan ditetapkan oleh Menteri PANRB 

❑ Pelayanan Publik 
❑ Pengembangan Diri dan Orang Lain 
❑ Mengelola Perubahan 
❑ Pengambilan Keputusan 

UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

Permen PANRB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN 

Sumber: Dokumen Arah Kebijakan Pengembangan ASN Direktorat ANTB, Bappenas (2024) 



Mempermudah akses belajar  
bagi pegawai ASN sehingga  
mereka siap menghadapi  

perubahan dunia yang semakin  
cepat, termasuk untuk  

mengantisipasi future jobs di  
era digital. Bangkom  

merupakan Hak bagi ASN 

ASN tidak terdorong untuk  
melakukan pengembangan  

Kompetensi. 

Pengembangan Kompetensi  
berjalan lambat dan ASN  

cenderung terjebak di zona  
nyaman 

Pengembangan Kompetensi  

merupakan kewajiban bagi  
ASN melalui pembelajaran  
secara menerus agar tetap  
relevan dengan tuntunan  

organisasi. 

Pembelajaran dilakukan  
melalui sistem pembelajaran  

terintegrasi, yakni: 

1. Terintegrasi dengan 
pekerjaan; 

2. Sebagai bagian penting dan  
saling terkait dengan 

kompenen Manajemen ASN; 

3. Terhubung dengan pegawai 
ASN lain lintas Instansi  

Pemerintah maupun dengan  
pihak terkait. 

6 

PENINGKATAN  

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

UU 5/2014 Permasalahan 

UU 20/2023 



Isu Strategis dalam Pengembangan SDM di Daerah 

1 
Pengembangan  

SDM / ASN masih  
bersifat business  

as usual (belum  

terdapat  
kebaharuan) 

2 
Masih lemahnya  

pengukuran  
kebermanfaatan  

pelaksanaan  
program  

pengembangan  
ASN 

3 

Minimnya  
pemanfaatan TIK  

dalam  
pengembangan  

ASN 

4 
Standar Kurikulum  
pengembangan  
ASN yang belum  

responsive  
terhadap dinamika  

pembangunan 

5 
Proses  

pengembangan ASN  
masih belum  

memperhatikan isu  
tematik  

pembangunan  
seperti IKN dan DOB 

6 
Saat ini belum  

terdapat Pemetaan  
kapasitas daerah  

secara utuh meliputi,  
kapasitas kebijakan,  
kelembagaan, dan  
SDM sesuai PP  

13/2019 Pasal 37 

7 
Proses 

pengembangan  
ASN masih belum  

berdasarkan  
Standar  

Kompetensi  
berbasis jabatan 

8 

Belum  
dilaksanakannya  

manajemen talenta  
secara merata di  
seluruh K/L/D 



TUGAS DAN FUNGSI BPSDM 

Pengembangan 
Kompetensi 

Pengembangan 
Kompetensi 

Sertifikasi 

PENYELENGGARA PENGEMBANGAN SDM  

Pusat Kabupaten/Kota Provinsi 

Melaksanakan pengembangan SDM 
Pemdagri sesuai dengan Ketentuan 

peraturan Per-UU an 

1. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana dan 
program pengembangan SDM Pemdagri 

2. Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemdagri 
3. Pelaksanaan Penilaian kompetensi SDM 

Pemdagri 
4. Pelaksanaan Pembinaan, pengembangan 

dan pemberdayaan jabatan fungsional 
bidang Pemdagri 

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pengembangan SDM bidang 
Pemdagri 

6. Pelaksanaan administrasi BPSDM 
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

Menteri 

TUGAS BPSDM 

FUNGSI BPSDM 
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Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia 

Non Operasional 

Rp.3,31 T (69,16%) 

Operasional 

Rp.1,48 T (30,84%) 

PROFIL PAGU KEMENDAGRI TA.2025 

Pagu Alokasi Anggaran 

Rp.4,79 T 

Rupiah Murni 

Rp.3,23 T (67,34%) 

Pinjaman LN 

Rp.1,52 T (31,65%) 

PNBP 

Rp.48,38 M (1,01%) 

Sumber Dana 

Kelompok Belanja 

Program 

B.Pegawai 

Rp.845,96 M (57,25%) 

B.Barang Operasional 

Rp.631,81 M (42,75%) 
58,61 M (1,22%) 

84,40 M (1,76%) 

89,27 M (1,86%) 

99,14 M (2,07%) 

110,29 M (2,30%) 

151,09 M (3,15%) 

220,80 M (4,61%) 

223,28 M (4,66%) 

226,47 M (4,73%) 

234,51 M (4,89%) 

453,15 M (9,46%) 

618,26 M (12,90%) 

2,22 T (46,39%) 

BSKDN 

ITJEN 

DKPP 

OTDA 

KEUDA 

PEMDES 

BPSDM 

BANGDA 

ADWIL 

POLPUM 

SETJEN 

IPDN 

DUKCAPIL 

UKE I 

 

 

2,12 T 

(44,24%) 

 

 

 

2,04 T 

(42,51%) 470,99 M 

(9,83%) 163,97 M 

(3,42%) 

0, 00 

Tata Kelola  Dukungan 
Kependudukan Manajemen 

Pembinaan 
Kapasitas 

Pemerintahan 
Daerah dan 

Desa 

Pembinaan 
Politik dan 

Pemerintahan 
Umum 

Jenis Belanja 

Dekonsentrasi 

Rp.105,50 M (2,20%) 

Satker Daerah 

Rp.329,85 M (6,88%) 

Kantor Pusat 

Rp.4,36 T (90,92%) 

Kewenangan 

B. Pegawai 

Rp.845,96 M 

(17,65%) 

B. Barang 

Rp.3,00 T 

(62,74%) 

B. Modal 

Rp.939,87 M 

(19,61%) 

Satker 
Pusat 

Balai 
Pemdes 

PPSDM 
Regional 

IPDN 

Kampus 
Daerah 

181 Satker 
Dekon 6 3 5 13 DIPA 

Induk 
11 208 

www.kemendagri.go.id 39 Kemendagri_RI kemendagri kemendagri 

DIPA 
Petikan 

http://www.kemendagri.go.id/


ASTA CITA UKE I 

www.kemendagri.go.id 40 Kemendagri_RI kemendagri kemendagri 

BPSDM 

Rp.118.584.140 M 

KOMPOSISI PAGU ANGGARAN 
 BPSDM, PPSDM REGIONAL DAN BALAI  T. A 2025 

REGIONAL BUKITTINGGI 

Rp. 17.370.812 M 
REGIONAL MAKASSAR 

Rp. 21.718.866 M 

REGIONAL YOGYAKARTA 

Rp. 26.243.013 M 

REGIONAL BANDUNG 

Rp. 25.511.026 M 

BALAI SATPOL-PP 

Rp. 11.373.042 M 

http://www.kemendagri.go.id/


STRATEGI UKE I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KEBIJAKAN STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI SDM APARATUR  TAHUN 2025 S.D 2029 

1. STANDAR  

KOMPETENSI  

KERJA PEGAWAI  

KEMENDAGRI  

(BERBASIS  

JABATAN) 

2. STANDAR  

KOMPETENSI  

KERJA PEGAWAI  

PEMDA (BERBASIS  

JABATAN) 

1. UJI KOMPETENSI BAGI  

JABATAN FUNGSIONAL  

BINAAN KEMENDAGRI 

2. UJI KOMPETENSI BAGI  

PEGAWAI DI  

LINGKUNGAN  

KEMENDAGRI 

3. UJI KOMPETENSI BAGI 

PEGAWAI PEMDA 

STANDARISASI SERTIFIKASI 

1. LATSAR CPNS 

2. PELATIHAN BAGI PPPK 

3. JABATAN FUNGSIONAL 

DAN 

BINAAN KEMENDAGRI 

4. TEKNIS 

5. DPRD PROVINSI 

KAB/KOTA 

6. KDH DAN WKDH 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 



PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
PRIORITAS TAHUN 2025 

1. KPA 

2. PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN) 

3. BENDAHARA  

SERTIFIKASI KOMPETENSI  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI  

2. ADMINISTRATOR 

3. PENGAWAS 

SERTIFIKASI KOMPETENSI 
PEMERINTHAN BAGI 

ORIENTASI KEPEMIMPINAN 
BAGI KDH/WKDH 

ORIENTASI PENDALAMAN 
TUGAS ANGGOTA DPRD 
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA 

DIKLAT PIMPEMDAGRI 

DIKLAT FUNGSIONAL 
BINAAN KEMENDAGRI  

1. Diklat Penata Perizinan 

2. Diklat Pemadam Kebakaran 

3. Diklat Satpol PP 

4. Diklat Operatos SIAK 

5. Diklat PPUPD 

6. Diklat Administrator Database 
Kependudukan 

7. Diklat Analis Kebakaran 

DIKLAT LEGAL DRAFTING 

 

DIKLAT PENGADAAN 
BARANG DAN JASA  

DIKLAT PENGELOLAAN 
KEUANGAN 

1. PENGELOLA KEUANGAN (PA, KPA, BENDAHARA 
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN) 

2. STRUKTURAL (PENGAWAS, ADMINISTRATOR) 

3. PELAKSANA/FUNGSIONAL 

1. GUBERNUR  

2. BUPATI/WAKIL BUPATI 

3. WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA 

1. ANGGOTA DPRD PROVINSI 

2. ANGGOTA DPRD KAB/KOTA 

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI  

2. ADMINISTRATOR 

3. PENGAWAS 

4. PELAKSANA/FUNGSIONAL 

1. ADMINISTRATOR 

2. PENGAWAS 

3. PELAKSANA/FUNGSIONAL 

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI  

2. ADMINISTRATOR 

3. PENGAWAS 

4. PELAKSANA/FUNGSIONAL 



PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
PRIORITAS TAHUN 2025 (1) 

1. KPA 

2. PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN 
KEUANGAN) 

3. BENDAHARA  

SERTIFIKASI KOMPETENSI  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI  

2. ADMINISTRATOR 

3. PENGAWAS 

4. JABATAN FUNGSIONAL 

SERTIFIKASI KOMPETENSI 
PEMERINTHAN BAGI ASN 

DIKLAT PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

1. PENGELOLA KEUANGAN (PA, KPA, 
BENDAHARA PENGELUARAN, 
BENDAHARA PENERIMAAN) 

2. STRUKTURAL (PENGAWAS, 
ADMINISTRATOR) 

3. PELAKSANA/FUNGSIONAL 

1. Amanat UU 1/2022 HKPD Pasal 151 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2018 tentang Sistem 

pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2018 tentang Sistem 

pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 



- Lanjutan - 

ORIENTASI KEPEMIMPINAN 
BAGI KDH/WKDH 

1. GUBERNUR  

2. BUPATI/WAKIL BUPATI 

3. WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA 

ORIENTASI PENDALAMAN 
TUGAS ANGGOTA DPRD 
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA 

1. ANGGOTA DPRD PROVINSI 

2. ANGGOTA DPRD KAB/KOTA 

DIKLAT PIMPEMDAGRI 

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI  

2. ADMINISTRATOR 

3. PENGAWAS 

4. PELAKSANA/FUNGSIONAL 

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.14.1/6647/Sj Tanggal 12 Desember 

2024 Perihal Kompetensi Pemerintahan Sebagai Persyaratan Penempatan 

Jabatan Di Pemerintah Daerah 

2. Permendagri 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan 

3. Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan 

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri 

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  Tahun 2023 Tentang Orientasi 

Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  200.5 - 1834 Tahun 2023 Tgl 29 

November 2023 Tentang Pedoman Teknis  Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala 

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata 

Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan 

Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Jucto 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2018 



DIKLAT FUNGSIONAL 
BINAAN KEMENDAGRI  

1. Diklat Penata Perizinan 

2. Diklat Pemadam Kebakaran 

3. Diklat Satpol PP 

4. Diklat Operatos SIAK 

5. Diklat PPUPD 

6. Diklat Administrator Database Kependudukan 

7. Diklat Analis Kebakaran 

DIKLAT LEGAL DRAFTING 

1. ADMINISTRATOR 

2. PENGAWAS 

3. PELAKSANA/FUNGSIONAL 

 

DIKLAT PENGADAAN 
BARANG DAN JASA  

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI  

2. ADMINISTRATOR 

3. PENGAWAS 

4. PELAKSANA/FUNGSIONAL 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan dalam Jabatan 

Fungsional Pemadam Kebakaran 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

dalam Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database 

Kependudukan 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Daerah 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber 

daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah 

 

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber 

daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah 

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa 

- Lanjutan - 



TERIMA KASIH 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 


